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ABSTRAK  

 

PERPINDAHAN HUTANG DENGAN JAMINAN DI BNI  

SYARIAH KCP TULANG BAWANG PERSPEKTIF  

HUKUM EKONOMI SYARIAH 
 

 

Oleh:  

ROBY GALANG PRABOWO 

NPM. 1502090173 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perpindahan hutang dengan 

jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang perspektif hukum ekonomi syariah. 

Manfaat dari penelitian ini adalah 1) bagi peneliti, penilitian ini merupakan 

kesempatan untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada saat perpindahan 

hutang dengan jaminan di bank. 2) Bagi bidang studi Hukum Ekonomi Syariah, 

hasil penelitian ini merupakan informasi yang berharga sebagai kontribusi 

pemikiran. 3) Bagi dunia pustaka, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

reverensi ruang lingkup karya ilmiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif 

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara 

dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis 

menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan 

kongkrit ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

Berdasarkan hasil akhir penelitian dapat disimpulkan bahwa disimpulkan 

bahwa pemidahan hutang dengan jaminan pada dasarnya dibolehkan, karena 

apabila muhil tidak bisa melunasi hutangnya maka solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan ini adalah dengan memindahkan hutangnya kepada orang lain yang 

sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara ke dua belah pihak. Jaminan di BNI 

Syariah menurut fiqih dan pasal Pasal 396 KHES telah terpenuhi sedangkan 

pelaksanaan perpindahan hutang dengan jaminan di BNI Syariah KCP Tulang 

Bawang telah sesuai atau sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

Fatwa DSN MUI, dan Fiqh telah memenuhi  rukun dan syarat. Tetapi menurut 

keterangan dari Istri muhal „alaih ia tidak mengetahui bila dalam pelaksanaan 

perpindahan hutang tersebut pihak muhil memberikan surat kuasa yang beliau 

tahu pihak muhil tidak hadir pada saat akad itu berlangsung. Hal ini seharusnya 

pihak bank (muhal) benar-benar memberitahukan secara detail kesepakatan 

tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. 
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MOTTO  

 

 

 

عَنْ أَبِْ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِْ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا لَ مَطْلُ الْغَنِِِّ ظلُْمٌ وَإِذَاأتُْبِعَ 
 مَلِيِّ فَ لْيَتْبَعْ أَحَدكُُمْ عَلَى 

 

Artinya: DariAbu Hurairah, dariNabi saw bersabda: penundaan 

pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman, dan 

barangsiapa yang dialihkan piutangnya kepada orang yang mampu, maka 

hendaklah dia mengikuti (setuju). (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).
1
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Al-Imam zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, Mukthtashar Shahih Al-

Bukhari, (Jakarta: Darul Haq, 2017),443 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan mahluk sosial yang saling membutuhkan, 

menerima dan memberikan peran masing-masing, saling bermu‟amalah untuk 

memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.  

Islam merupakan ajaran sempurna yang mengajarka berbagai aspek, 

termasuk hubungan antara sesama manusia dalam bentuk mu‟amalah 

sehingga memberikan dampak kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan 

sistem mu‟amalah kebutuhan tiap-tiap individu yang berbeda antara satu 

dengan lainnya dapat terpenuhi dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran 

Islam. Dalam kenyataan hidup ada kalanya seseorang mengalami kesulitan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga diperlukan adanya bantuan 

pihak yang berkecukupan dana (surplus) terhadap pihak yang mengalami 

kekurangan (deficit).  

Bentuk bantuan tersebut dapat berupa bantuan tanpa ada 

pengembalian kembali seperti zakat, infaq dan shadaqah ataupun pinjaman 

yang harus dikembalikan minimal berupa pokok pinjamannya. Untuk 

memenuhi kebutuhan, terkadang terpaksa meminjam uang dengan suatu 

jaminan barang sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat 

dikembalikan.
2
 

                                                 
2
 Muhamad Turmudi, “Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam”Jurnal 

Al-„AdlNo.1/ Januari 2016, 163 
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Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perbankan syariah 

melakukan penyaluran dana kepada masyarakat adalah melalui prinsip jual 

beli yang didasarkan pada akad atau fasilitas, salah satunya adalah 

Murabahah. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang 

dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Hubungan hukum antara nasabah 

dengan bank syariah adalah hubungan kontraktual.
3
 

Alternatif pinjaman tersebut  merupakan bentuk gadai, yang dalam 

hukum ekonomi Islam dikenal dengan rahn yaitu Akad ar-rahn (angunan) 

merupakan tawtsiq bi ad-dayn, yaitu agar al-murtahin percaya untuk 

memberikan hutang (pinjaman) atau bermuamalah secara tidak tunai dengan 

ar-rahn. Tentu saja ini dilakukan pada saat akad utang (pinjaman) atau 

bermuamalah kredit. Jika utang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah 

dilakukan, baru dilakukan ar-rahn, maka tidak lagi memenuhi makna tawtsiq 

itu. Dengan demikian, ar-rahn dalam kondisi ini secara syar‟i tidak ada 

maknannya lagi. 
4
 

Islam sangat menganjurkan memberikan jaminan dalam melakukan 

akad hutang piutang, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al- Baqarah ayat 

283: 
5
 

                       

... 

                                                 
3
 Sawitri Putri Nursakti, “Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah 

dan Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia”, dalamJurnal Ilmu Hukum No 27/Februari 2018, 

81 
4
Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), 29 

5
Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemahannya, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 

49 
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Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 

(Al-Baqarah: 283) 

 

Dalam akad, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh 

dijadikan agunan. Tetapi, yang harus dijadikan agunan adalah barang lain 

(jaminan), selain barang yang dibeli (al-mabi‟). Jaminan dalam konsep 

hukum dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Hukum jaminan 

banyak dikemukakan oleh para pakar dengan kelebihan dan kekurangan 

masing-masing.  

Menurut pendapat Salam, Hukum Jaminan yakni keseluruhan dari 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan 

penerima jaminan dalam kaitanya dengan pembebasan jaminan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan ini dimaksud jika pada waktu jatuh 

tempo pengembalian utang ternyata yang berutang tidak mengembalikan 

uang tersebut, maka jaminan tersebut dijual oleh yang berpiutang sesuai 

dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.
6
 

Dengan adanya penyerahan piutang maka pihak ketiga menjadi 

kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula 

dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur baru. Hal ini  

dikarenakan pengalihan piutang tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan 

yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur berdasarkan kredit 

                                                 
6
 Suwandi, “Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahn”, Jurisdictie No.2 

tahun 2016. 212 
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yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi 

hubungan hukum yang baru yang mengantikan hubungan hukum yang lama. 

Pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu 

Majah dari Anas r.a. ia berkata: 
7
 

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْ عًا عِنْدَيَ هُو دِىٍّ  عَنْ انََسٍ قاَلَ رَهَنَ رَسُوْلُ  هِ صَلَّى اللّّٰ اللّّٰ
راًلَِِهْلِهِ   باِلْمَدِ يْ نَةِ وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِي ْ

Artinya: “dari Anas. Ia berkata, “Rasulullah Saw. telah 

merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu 

beliau mengutang sya‟ir (gandum) dari seorang Yahudi untuk ahli rumah 

(keluarga) beliau.”(Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah) 

Karena itu syariat Islam menetapkan, al-murtahin boleh menjual 

barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum 

dibayar oleh ar-rahn) dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihannya harus 

dikembalikan kepada pemiliknya, yakni ar-rahn. Sebaliknya jika masih 

kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban ar-rahn.
8
 

Menurut survey awal yang dilakukan peneliti di lapangan tepatnya di 

Desa Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. 

Banyaknya peristiwa pinjam meminjam terjadi yang mana pihak peminjam 

pada mulanya melakukan pinjam uang di bank dalam melakukan pinjaman 

tersebut pihak peminjam memberikan jaminan berupa sertifikat rumah. Pada 

saat akad itu berlangsung ada beberapa persyaratan yang harus di sepakati 

                                                 
7
Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarat Hadist Pilihan, (Jakarta: Darul Falah, 

2011), 761 
8
Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), 29 
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oleh pihak peminjam, salah satunya mengenai batasan waktu pembayaran 

yang harus di bayar setiap bulan dengan jumlah sesuai dengan pembayaran.  

Seiring berjalannya akad pihak peminjam mulai lalai dalam 

melakukan pembayaran dan pihak peminjam sempat beberapa kali tidak 

membayar kewajibannya. Maka pihak bank mendatangi rumah peminjam dan 

bertanya mengenai kenapa pihak peminjam tidak melaksanakan 

kewajibannya. Setelah melakukan beberapa kesepakatan apa penyebab pihak 

peminjam tidak membayar hutangnya, maka keluarlah kesepakatan diantara 

ke dua belah pihak tersebut untuk tidak melanjutkan akad tersebut, yang 

mana pihak bank memberikan kekuasaan terhadap pihak peminjam untuk 

mencari nasabah yang mau melanjutkan pembayaran tersebut. Pihak bank 

memberikan batasan waktu kepada pihak peminjam apabila telah melewati 

batas waktu jaminan akan dilelang oleh pihak bank dan pihak peminjam harus 

setuju atas di lelangnya jaminan tersebut.
9
 

Salah satunya peneliti menemukan fenomena yang terkait dengan 

judul skripsi peneliti pada Bank BNI Syari‟ah KCP Tulang Bawang nasabah 

yang membeli rumah dan yang menjual rumah belum mengetahui beberapa 

jakad perpindahan hutang yang dilarang dalam Islam yang mana pada saat 

pelaksanaan akad pihak peminjam tidak hadir, ketidakhadiran muhil karena 

adanya kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan.
10

 Selain tidak hadirnya 

muhil ternyata ada beberapa kesepakatan yang tidak sesuai yaitu ada 

                                                 
9
 Pihak Bank, Wawancara, Tulang Bawang, 18 Maret 2019 

10
Agus, Wawancara, Tulang Bawang, 10 Maret 2019 
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beberapa cicilan yang belum terbayarkan sehingga ini sedikit berbeda  dengan 

apa yang dijanjikan pada saat awal terjainya akad.
11

 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Perpindahan Hutang Dengan Jaminandi 

BNI Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. 

B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: BagaimanaPerpindahan Hutang Dengan 

Jaminandi BNI Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Perpindahan 

Hutang Dengan Jaminan di Bni Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagi peneliti, penilitian ini merupakan kesempatan untuk mengetahui 

fenomena yang terjadi pada saat perpindahan hutang dengan jaminan 

di bank. 

b. Bagi bidang studi Hukum Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini 

merupakan informasi yang berharga sebagai kontribusi pemikiran. 

                                                 
11

Juandi, Wawancara, Tulang Bawang, 7 Maret 2019 
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c. Bagi dunia pustaka, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

reverensi ruang lingkup karya ilmiyah. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. 

Beberapa hasil kutipan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait di 

antaranya: 

1. Dalam penelitian ini, peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudin STAIN Metro dengan 

judul “Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Prespektif Hukum 

Islam (Studi Kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga 

Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Permasalahan yang diteliti bagaimana 

hukum akad gadai yang penyelesaian jual beli dengan tanah gadai tersebut 

dibeli oleh penerima gadai. Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut 

adalah pelaksanaan praktek gadai tanah ladang di desa indraloka 1 tanah 

yang seharusnya kembali kepada pengadai justru kembali kepada 

penerima gadai menjadi jual beli, hal tersebut merugikan pengadai karna 

harga yang tidak sesuai dengan harga umum di desa tersebut.
12

 

Skripsi ini memiliki beberapa kesamaan yaitu dalam permasalahan 

rahnmenurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi yang 

menjadi perbedaan, peneliti lebih berfokus Terhadappemindahan hutang 

dengan jaminan yakni ketidak jelasan berapa banyak tungakan utang yang 

                                                 
12

Imron Saifudi, Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif HukumIslam 

(Studi Kasus Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat), 

Skripsi STAIN Metro, 2017 
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belum di bayarkan sertatidak hadirnya rahin pada saat pemindahan hutang 

itu berlangsung. 

2. Penelitian Wulan Siti Maryam dengan judul “Implementasi Akad Hawalah 

Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah”. Permasalahan yang 

diteliti Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermaslah Di 

Perbankan Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI Serta Bagaimana Hawalah 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).Hasil dari 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian bentuk akad di Bank Muammalat 

adalah hawalah mutlaqah dengan pengenaan akad fee dan tidak 

bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.58/DSNMUI/V/2007 dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES).
13

 

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi di atas adalah sama 

dalam bahasan seputar akad hawalah. Namun yang menjadi perbedaan 

skripsi ini tidak dikenakannya fee/ujrah  dalam perpindahan akad. 

3. Penelitian Sri Wulandari STAIN Metro dengan judul “Akad Hawalah 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BMT Al-

Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur)”. Permasalahan yang diteliti 

Bagaimana Pelaksanaan Akad Hawalah di BMT Al-Hasanah Cabang 

Batanghari Lampung Timur Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Studi Kasus . Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan 

akad hawalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di BMT Al-

                                                 
13

Wulan Siti Maryam, “Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermaslah Di 

Perbankan Syariah”.skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018  



9 

 

 

 

 

hasanah cabang Batanghari lampung timur belum sepenuhnya mengikuti 

syarat yang telah di tentukan dalam Fiqih Maupun Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah.
14

 

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi di atas adalah sama 

dalam bahasan mengenai pelaksanaan akad hawalah menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian 

ketidakhadiran pihak muhil dalam pelaksanaan akad. 

  

                                                 
14

Sri Wulandari,“Akad Hawalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi 

Kasus di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur)”., (Metro: STAIN Metro, 2015) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pengalihan Hutang dalam Islam (Hawalah) 

1. Pengertian Pengalihan Hutang (Hawalah) 

Secara etimologi, kata hawalah diambil dari kata tanwil yang 

berarti intiqal (pemindahan) atau dari kata ha‟aul (perubahan), orang arab 

biasa mengatakan haaala‟anil‟ahdi, yaitu berlepas diri dari tanggung 

jawab, yang dimaksud adalah mengalihkan kewajiban membayar hutang 

kepada orang lain.
15

 

Adapun akad hawalah menurut Ibnu‟ Abidin adalah sebagai 

berikut: “pengalihan hutang dari tanggungan muhil kepada pihak lain 

yang wajib menanggungnya (muhtal muhal „alaih)”.
16

 

Kalangan Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanbaliyah mengartikan 

sebagai akad yang berimplikasi pada perpindahan hutang dari tanggungan 

pihak tertentu kepada pihak lain. Defenisi hawalah dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (13) adalah “pengalihan 

hutang dari muhil al-ashil kepada muhal „alaih.
17

 

Secara terminologi, hawalah adalah pemindahan kewajiban 

membayar utang dari orang yang berhutang kepada orang yang 

                                                 
15

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 204 
16

Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 233  
17

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 267 
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bertanggung jawab membayar atau menanggungnya, atau memindahkan 

hutang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal‟alaih.
18

 

Berdasarkan definisi di atas menurut peneliti berpendapat dalam 

akad hawalahsetidaknya ada tiga pihak yang terlibat, pertama adalah pihak 

yang mengalihkan hutang (muhil), kedua adalah pihak yang menjadi 

penanggung utang pihak utama atau pihak yang menerima limpahan utang 

(muhal), dan ketiga adalah pihak yang menerima limpahan piutang 

(muhal‟alaih). 

2. Dasar Hukum Hawalah 

a.  Al- Quran 

...                 

    

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah (5): 2)
19

 

b. Hadis 

Hawalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara‟ 

karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan 

ketentuan khusus yang diberikan Rasulullah Saw untuk orang yang 

                                                 
18

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum., 204 
19

Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemahannya, (Jakarta: Gema Insani, 

2002), 106 
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berutang agar secepatnya membayar utang dan larangan menunda 

pembayaran utang, Rasulullah bersabda: 
20

 

عَنْ أَبِْ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِْ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَ لَ مَطْلُ الْغَنِِِّ ظلُْمٌ 
 2132وَإِذَاأتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيِّ فَ لْيَتْبَعْ 

Artinya: Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw 

sabda beliau: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang 

mampu membayar adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang 

di antara kamu diikutikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, 

maka ikutilah (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). 

 

c. Ijma 

Berdasarkan hadist tersebut di atas, para ulama bersepakat 

bahwa transaksi hawalah hukumnya mubah (boleh). Kebolehan 

tersebut hanya pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda, 

karenannya hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus 

pada uang atau kewajiban finansial.
22

 

3. Rukun dan Syarat Hawalah 

a. Rukun Hawalah 

Rukun hawalah/ pemindahan utang terdiri atas:
 23

 

1) Muhil/ peminjam, 

2) Muhal/ pemberi pinjaman, 

3) Muhal „alaih/ penerima hawalah, 

4) Muhal bihil/utang, 

                                                 
20

Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarat Hadist Pilihan, (Jakarta: Darul Falah, 

2011), 765 
21

Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 

2013), 274 
22

Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 127 
23

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 268 
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5) Akad, 

Rukun hawalah menurut pendapat Madzhab Imam Hanafi 

adalah, ijab dari pihak muhil, kabul dari pihak muhal, dan muhal 

„alaihi dengan bentuk-bentuk perkataan tertentu. Ijab adalah seperti 

pihak muhil berkata kepada pihak muhal, “saya mengalihkanmu 

kepada si fulan”. Sedangkan kabul dari pihak muhal dan muhal „alaihi 

adalah masing-masing berkata, “saya menerimanya” atau “saya 

setuju”, atau kata-kata yang semakna.
24

 

b. Syarat Hawalah 

syarat-syarat hawalah menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai 

berikut: 

1) Relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal‟alaih, jadi yang harus 

rela itu muhil dan muhal. 

2) Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, 

tempo waktu, kualitass dan kuantitas. 

3) Stabilnya muhal‟alaih, maka penghawalahan kepada seseorang 

yang tidak mampu membayar hutang adalah batal. 

4) Hak tersebut diketahui secara jelas.
 25

 

Dengan demikian hawalah yang dilakukan oleh orang gila dan 

anak yang di bawah umur hukumnya tidak sah.Kedua persetujuan 

muhil, apabila dia dipaksa untuk melakukanhawalah maka hawalah 

tidak sah.Hal tersebut disebabkan hawalah adalah pembebasan yang di 

                                                 
24

Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer., 236 
25

Hendi Suhendi, “ Fiqih Muamalah”,(Jakarta: Raja Wali Pers,2013),102 
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dalamnya terkandung kepemilikan sehingga apabila di lakukan karena 

adanya paksaan maka akad menjadi fasid.
 26

 

Syarat hawalah ini berkaitan dengan Muhil, Muhal, 

Muhal„Alaih dan Muhal Bih(hutang yang dipindahkan). 

1) Syarat Muhil (Pemindah Hutang)Ia disyaratkan harus dengan dua 

syarat:  

a)  Berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak). Hal ini 

hanya dapatdimiliki jika ia berakal dan baligh. Hiwalah tidak 

sah dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak karena tidak 

mampu atau belum dapat dipandang sebagai orang yang 

bertanggung secara hukum. 

b) Kerelaan Muhil. Ini disebabkan karena hiwalah mengandungi 

pengertianpelupusan hak milik sehingga tidak sah jika ia 

dipaksakan. Ibn Kamal berkata dalam al Idah bahawa syarat 

kerelaan pemindah hutang diperlukan ketika berlaku tuntutan.
27

 

2) Seorang muhal harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut; 

a) Muhal harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad yang 

berkal dan baligh. 

b) Persetujuan, apabila muhal tidak menyetujui pemindahan 

hutang tersebut maka hawalah dinyatakan tidak sah. 

                                                 
26

Hermansyah,  “Implementasi Akad Hawalah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan 

Pasal 26 Umdang-undang No 21 Tahun 2008”, Scientitica No.1/ Juni 2013., 3 
27

Nizaruddin, “Hawalah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Adzkiya 

Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, No 02/ July 2013, 7 
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c) Peryataan Kabul dari muhal harus diucapkan di dalam majlis 

akad hawalah.
28

 

3) Sementara syarat untuk muhal‟alaih terdapat tiga macam yaitu:  

a) Muhal‟alaih harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad 

yaitu berakal dan baligh. 

b) Muhal‟alaih setuju atas pemindahan hutang tersebut. 

c) Qabul diucapkan di dalam majlis akad.
29

 

4. Berakhirnya Akad Hawalah 

a. Pengertian Akad 

Pengertian akad dalam makna khusus adalah: “perkataan yang 

ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang 

berdampak pada objekna” Contoh ijab adalah pernyataan seorang 

penjual. “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya 

serahkan barang ini kepadamu” contoh qabul “saya beli barangmu” 

atau “saya terima barangmu”. 
30

 

Akad dalam kajian kompilasi hukum ekonomi syariahadalah 

kesepakatan dalam suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum 

tertentu.
31

 

                                                 
28

Hermansyah, “Implementasi Akad Hawalah., 4  
29

Ibid.  
30

Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43 
31

H. M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), 15 
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Akad dilakukan berdasarkan asas, berdasarkan pasal 21 

kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu: 
32

 

1) Ikhtiyari atau sukarela adalah setiap akad dilakukan atas 

kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena 

tekanan salah satu pihak atau pihak lain. 

2) Amanah atau menepati janji adalah setiap akad wajib 

dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan 

yang di tetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat 

yang sama terhindar dari cidera janji. 

3) Saling menguntungkanadalah setiap akad dilakukan untuk 

memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari 

praktik manipulasi da merugika salah satu pihak. 

4) Taswiyah atau kesetaran adalah para pihak dalam setiap 

akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak 

sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan 

salah satu pihak. 

5) Itikad baik adalah akad dilakukan dalam rangka 

menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur 

jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 

6) Sebab yang halal adalah tidak bertentagan degan hukum, 

tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. 

7) Al-hurriyah (kebebasan berkontrak) adalah bahwa akad 

yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh 

menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan 

memberatkan (musyaqqah). 

8) Al-kitabbah (tertulis), disamping itu juga diperlukan adanya 

saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu).
33

 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam definisi akad 

terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama, adanya pihak yang 

mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri. Kedua, adanya suatu 

perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya objek 

perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-

                                                 
32

H. M. Fauzan, Kompilasi Hukum, 21-22 
33

 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum, 24-27 
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unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu 

sisi dan kewajiban pada sisi yang lain.
34

 

b. Rukun dan Syarat Akad 

Peramgkat hukum perjanjian dalam syariat Islam adalah 

terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur 

esensial yang harus ada untuk melengkapi rukun. 
35

 

Sedangkan syarat adalah suatu sifat yag mesti ada pada setiap 

rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Rukun dan syarat akad 

sebagai berikut:  

1) Rukun Aqad 

a) Pihak-pihak yang berakad
36

 

Berdasarkan pasal 23 kompilasi hukum ekonomi 

syariah yakni (1) pihak-pihak yang berakad adalah 

perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. 

(2) orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan 

tamyiz. 

b) Objek akad  

Objek akad adalah benda-benda yang dijadikan akad 

yang bentuknya tampak dan membekas. Objek akad ini tidak 

                                                 
34

 Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam  Transaksi Ekonomi Syariah”, Al-Iqtishad  No. 1, 

Januari 2011, 22 
35

 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum, 27 
36

H. M. Fauzan. Kompilasi Hukum, 22 
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semata sesuatu benda yang bersifat materil tetapi juga bersifat 

subjektif dan abstrak.
37

 

Berdasarkan pasal 24 kompilasi hukum ekonomi 

syariah yakni (1) objek akad adalah amwal atau jasa yang 

dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, (2) 

objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat 

diserahterimakan. 

c) Tujuan pokok akad 

Berdasarkan pasal 24 kompilasi hukum ekonomi 

syariah yakni (1) akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan pembangunan usaha masing-masing pihak yang 

mengadakan akad. (2) sighat akad dapat dilakukan dengan 

jelas, baik lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.
38

 

d) Kesepakatan untuk mengikatkan diri (sighat al-„aqd) 

sighat al-„aqd adalah cara bagaimana pengikatan diri itu 

di lakukan. Dalam literature fiqh, sighat al-„aqd biasanya 

diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah 

pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang 

diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua 

untuk menerimanya.
39

 

 

 

                                                 
37

 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum, 34 
38

H. M. Fauzan,Kompilasi Hukum 22-23 
39

 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum, 28 



19 

 

 

 

 

2) Syarat-syarat akad 

a) Syarat terjadinya akad 

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang di 

syaratkan untuk terjadinya akad secara syar‟a. jika tidak 

memenuhi syarat tersebut akad menjadi batal. Syarat ini terbagi 

menjadi dua bagian:  

(1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada setiap akad. 

(2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagia 

akad, dan tidak di syaratka pada bagian lain. 

b) Syarat sah akad 

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan 

syara‟ untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak 

terpenuhi, akad tersebut rusak. 

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama 

Hanafiah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam 

kecacatan dari jual beli, yakni kebodohan, paksaan, pembatasan 

waktu, perkiraan, ada unsur kemudaratan, dan syarat-syarat jual 

beli rusak (fasid).
40

 

c) Syarat pelaksanaan akad 

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yakni 

kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang 

dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan 

                                                 
40

Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 65 
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apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara‟. Adapun 

kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasawuf 

sesuai dengan ketetapan syara‟, baik secara asli, yakni 

dilakukan oleh dirinya, maupun sebagian penggantian (menjadi 

wakil seseorang). 

Dalam hal ini disyaratkan antara lain; 

(1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang 

berakad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada 

pemiliknya yang asli. 

(2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan 

orang lain.
41

 

d) Syarat Kepastian Hukum 

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat 

kepastian (luzum) adalah terhindarnya dari beberapa opsi 

(khiyar). Jika masih ada syarat opsi seperti ini dalam transaksi, 

maka akad tersebut belum memiliki kepastian (luzum) dan 

karenanya transaksi itu dapat menjadi batal.
42

 

c. Akad Hawalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

Hawalah adalah pengalihan hutang dari muhil al-ashil kepada 

muhal „alaih. 

 

                                                 
41

Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 65 
42

 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum., 24 
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a. Rukun dan Syarat Hawalah
43

 

Pasal 362 

a) Rukun hawalah/pemindahan utang terdiri atas:  

1) Muhil/peminjam 

2) Muhal/ pemberi pinjaman 

3) Muhal „alaih/ penerima hawalah 

4) Muhal bih/utang 

5) Akad. 

b) Akad sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dinyatakan 

oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat. 

Pasal 363 

Para pihak yang melakukan akad hawalah/ pemindahan utang 

harus memiliki kecakapan hukum. 

Pasal 364 

a) Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman 

bahawa ia akan memberikan pinjaman bahwa ia akan 

memindahkan utangnya kepada pihak lain. 

b) Persetujaun pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam 

untuk memindahkan utang seperti yang dimaksud pada ayat 

(1), adalah syarat dibolehkannya akad hawalah/ pemindahan 

utang. 

                                                 
43

PPHIM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 102 
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c) Akad hawalah/ pemindahan utang dapat dilakukan apabila 

pihak penerima hawalah/ pemindah utang menyetujui 

keinginan peminjam pada Ayat (1). 

Pasal 365 

a) Hawalah/ pemindahan utang tidak disyratkan adanya utang 

dari penerima hawalah/ pemindahan utang, pemindah utang.
44

 

b) Hawalah/ pemindah utang tidak disyaratkan adanya sesuatu 

yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima 

hawalah/ pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan. 

Ketentuan hawalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

adalah sebagai berikut: 
45

 

a) Rukun hawalah adalah muhil, yakni orang yang berutang 

sekaligus yang berpiutang, muhal atau muhtal yakni orang 

yang berpiutang kepada mihil, muhal‟alaih yakni orang yang 

berpiutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepda 

muhtal, muhal‟bih yakni utang muhil kepada muhtal, dan 

shighat (ijab-qabul). 

b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 

kontrak (akad). 

                                                 
44
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c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

d) Hawalah harus dilakukan dengan persetujuan muhil, 

muhal/muhtal, dan muhal‟alaih. 

e) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam 

akad secara tegas. 

f) Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang 

terlibat hanyalah muhtal dan muhal‟alaih dan hak 

penanggungan muhtal berpindah kepada muhal‟alaih. 

d. Berakhirnya akadhawalah dapat terjadi karena beberapa hal berikut 

ini:  

1) Fasakh hawalah 

Apabila akad hawalah dibatalkan (di-fasakh) oleh salah 

satu pihak sebelum berlakunya akad secara tetap, maka pihak 

kedua kembali berhak menuntut membayar hutang kepada pihak 

pertama, demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga. 

2) Hilangnya hak Muhal Alaih karena meninggal dunia atau bangkrut 

atau ia mengingkari adanya akad al-Hawalah sementara Muhal 

tidak dapat menghadirkan saksi.
46

 

3) Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak 

kedua.
47
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4) Hak pihak kedua menurut Hanafi, tidak dapat dipenuhi karena at-

tawa yaitu pihak ketiga mengalami muflis (bangkrut), atau wafat 

dalam keadaan muflis atau tidak ada bukti autentik tentang akad 

hawalah, pihak ketiga mengingakari akad itu. Menurut Ulama 

Maliki, Syafi‟i dan Hanbali, selama akad hawalah sudah berlaku 

tetap, karena persyaratan yang sudah di tetapkan sudah terpenuhi, 

maka akad hawalah tidak dapat berakhir karena at-tawa.
48

 

B. Jaminan 

1. Jaminan  

Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara 

kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah 

hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan 

peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan 

terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.
49

 

2. Dasar Hukum Jaminan 

Firman Allah SWT:  

                     

  ... 

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak 

secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, 

                                                 
48

Madani, Fiqih Ekonomi Syariah ., 271 
49

 Ifa Latifa Fitriani, “Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit 

Bank Konvensional”, Jurnal Hukum & Pembangunan No. 1/ maret 2016, 137 



25 

 

 

 

 

maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang (oleh yang 

berpiutang)... (Q.S. Al-Baqarah: 283)”
50

 

Sementara dalam Hadis „Aisyah ra meriwayatkan: “Dari 

„Aisyah ra, sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari 

seseorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu, beliau 

menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut.”
51

 

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, 

maka akad rahn mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, 

utang tersebut telah terikat dengan barang jaminan, sehingga apabila 

utang dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang dibayarkan 

dari hasil penjualan barang jaminan tersebut. Apabila dalam penjualan 

barang jaminan tersebut ada kelebihan, maka wajib dikembalikan 

kepada pemiliknya.
52

 

Pada hakikatnya, barang gadai (marhun) tidak boleh di ambil 

manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali mendapat izin dari 

pihak yang bersangkutan. Hak murtahin atas marhun hanya terbatas pada 

sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai buka pada pemafaatan 

hasilnya. Sekalipun demikian, ketentuan tersebut bertentangan dangan 

prinsip Islam dalam hak milik bahwa hak milik pribadi tidak mutlak, tetapi 

memiliki fungsi sosial sebab harta hakikatnya milik Allah (QS. An-Nur 

ayat 33) dan merupakan amanah bagi pemiliknya. 
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Menanggapi masalah tersebut, berikut ini dikemukakan beberapa 

pendapat ulama fiqih tentang pemanfaatan barang gadai baik oleh rahin 

maupun murtahin. Jumhur fuqaha, selain ulama hanabilah, berpendapat 

bahwa pemegang barang jaminan (murtahin) tidak boleh memanfaatkan 

barang jaminan itu karna bukan milik secara penuh, melaikan hanya 

sebagai jaminan piutang. Jika utang tidak terbayar, ia boleh menjual atau 

menilai barang tersebut sebagai pelunasan atas hutangnya. 

Sebagaian ulama hanfiayah berpendapat murtahin boleh 

memanfaatkan barang jaminan atas izin rahin, sedangkan ulama malikiyah 

dan syafiiyah berpendapat bahwa sekalipun ada izin dari pemiliknya, 

murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut.Jika barang 

jaminan itu dimanfaatkan, hasil dari pemanfaatkan tersebut merupakan hak 

rahin.Sekalipun pemanfaatan tersebut diizinkan dan diridai rahin, 

keridaannya tersbut merupakan keterpaksaan karna kekhawatiran tidak 

mendapat pinjaman yang tersebut.
53

 

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, 

hanya saja dalam gadai ada jaminanya, riba akan terjadi dalam gadai 

apabila dalam akad gadai di tentukan bahwa rahin harus memberikkan 

tambahan kepada murtahin ketika membayar hutangnya atau ketika akad 

gadai di tentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. 
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Bila rahin tidak membayar utangnya hingga waktu yang telah di 

tentukan, kemudian rahin menjual marhun dengan tidak memberikan 

kelebihan harga marhun kepada rahin, maka disini telah terlaku riba.
54

 

Dasar hukum jaminan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah adalah: 

a. Pasal 338 objek jaminan harus 

1) Merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau 

pekerjaan. 

2) Dapat dilaksanakan oleh peminjam 

3) Merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus 

kecuali setelah di bayar atau di bebaskan 

4) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, dan 

5) Tidak diharamkan.
55

 

b. Pasal 350 

1) Apabila ada suatu syarat pada akad jaminan bahwa peminjam 

menjadi bebas dan tanggung jawabnya, maka akad itu berubah 

menjadi hawalah/pemindahan hutang. 

2) Apabila peminjam melakukan hawalah/pemindahan hutang, maka 

debitur lain yang dipindahkan utangnya berhak menuntut 

pembayaran pada satu pihak dari mereka yang diinginkannya.
56
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c. Pasal 396 

Orang yang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang 

gadai tanpa izin orang yang mengadaikan. 

3. Hak Jaminan 

Kata hak dalam perumusan pasal 1 U.U.H.T. adalah dalam 

rangkaiannya dengan kata tanggungan. Orang biasa membedakan hak atau 

hak subjektif dalam 2 kelompok besar berdasarkan isinya, yaitu hak 

kenikmatan (genotsrechten) dan hak jaminan (zekerheidsrechten). Hak 

kenikmatan adalah hak yang memberikan kenikmatan atas suatu benda 

kepada si empunya hak. Seperti hak milik, hak guna bangunan dan hak 

pakai.  

Salah satu wujud dari pada memperjanjikan hak jaminan 

kebendaan adalah memperjanjikan pembebanan Hak Tanggungan. Jadi 

Hak Tanggungan memberikan kepada kreditur yang bersangkutan suatu 

kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur yang lain.
57

 Hak-hak 

tersebut ada yang timbul dari Undang-undang dan ada yang harus 

diperjanjikan terlebih dulu. Hak-hak tersebut yang juga bersifat 

memberikan jaminan antara lain: 

a. Hak Privilengi  

Yang dimaksud hak privelegi ialah sesuatu hak yang di berikan 

oleh undang-undang kepada kreditur yang satu diatas kreditur yang 
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satunya diatas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari 

piutangnya. 

b. Hak Retentie  

Hak retentie adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai 

suatu piutang yang bertalian benda itu dilunasi. 

c. Cessi Sebagai Jaminan  

Cessi adalah penyerahan piutang atas nama yang di lakukan 

dengan cara membuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan, 

kemudian dilakukan pemberitahuan megenai adanya penyerahan itu 

oleh juru sita kepada debitur dari piutang tersebut. 

d. Perutangan Tanggung Menanggung 

Merupakan dimana dalam peruntungan tersebut terdapat beberapa 

orang debitur yag wajib berprestasi. 

e. Perjanjian Garansi 

Dalam perjanjian garansi sebagaimana diatur dalam undang-undang 

kita jumpai juga fitur yang bersifat memberikan jaminan.
58
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, 

dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.
59

 Penelitian 

lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian 

kualitatif, menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran–

pengukuran permasalahan dengan keadaan apa adanya sehingga hanya 

merupakan penyikapan fakta.
60

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk 

mengetahui tentang bagaimanaPerpindahan Hutang Dengan JaminandiBni 

Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif  

kualitatif yaitu “merupakan format penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau 
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berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti 

itu”.
61

 

Menurut Sudarto kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau 

perilaku yang dapat diamati.
62

 

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam 

penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara 

yang sistematis dan akurat, mengenaiPerpindahan Hutang Dengan 

Jaminandi Bank Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

B. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.
63

 Data merupakan 

hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu 

peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data 

yang dimaksud ialah:  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan.
64

 Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak 
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pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.
65

 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pihak yang 

melakuanPerpindahan Hutang Dengan JaminandiBni Syariah KCP Tulang 

Bawang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-

sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab 

harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari 

berbagai instansi pemerintah.
66

 

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam 

mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber data 

primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal 

dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu 

terkumpulnya data.Yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang 

Perpindahan Hutang Dengan Jaminandi Bank Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariahdan monografi bank BNI Syariah di Tulang Bawang. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
67

Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan yaitu wawancara dan 

dokumentasi, sebagai berikut:  
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1. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang 

diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu”.
68

 

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain 

yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan 

melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui melalui bahsa dan 

ekspresi pihak yang diwawancarai dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal 

yang tidak diketahui.
69

 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas 

terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari 

permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan disiapkan terlebih dahulu, diarahkan kepada topik yang akan 

digarap, untuk dilakukan wawancara. Dalam hal ini, peneliti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan dan pemahaman para pihak 

terhadap Perpindahan Hutang Dengan Jaminan, pernah atau tidak 

sebelumnya melakukan akad ini. Sehingga nantinya dapat diketahui 

tentangPerpindahan Hutang Dengan Jaminandi BNI Syariah KCP Tulang 

Bawang. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa yang lalu.
70

 Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan 

membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian 

untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat 

hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, 

catatan kuliah, dan lain-lain.  

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merubah data 

hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan 

untuk mengabil kesimpulan. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih warna yang peCnting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
71

 

Setelah data terkumpul maka peneliti mengelolah data dan 

menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar 

menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan deskriftif 

analisis.
72
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan 

menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari 

pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat umum
73

. Cara berfikir ini, peneliti 

gunakan untuk menguraikanPerpindahan Hutang Dengan JaminandiBni 

Syariah KCP Tulang BawangPerspektif Hukum Ekonomi Syariah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum BNI Syariah KCP Tulang Bawang 

1. Sejarah BNI Syariah KCP Tulang Bawang 

Pada mulanya Bank di Indonesia sendiri berdiri pada tanggal 29 

April 2000 yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998, 

didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) yang berdiri masih di bawah 

kewenangan BNI induk (BNI Konvensional) yang kemudian pada tahun 

19 juli 2010 Unit Usaha Syriah (UUS) pisah dari BNI induk dan berubah 

menjadi Badan Usaha Syariah (BUS) dari manajemen hingga prodak 

benar-benar pisah dari BNI induk atau berdiri sendiri, jadi pada dasarnya 

umur BNI Syariah ini sendiri baru berumur 9 tahun di tahun 2019 ini.
74

 

Begitu bank sudah berdiri sendiri BNI Syariah  sudah 

mengeluarkan berbagai macam prodak-prodak yang berdasarkan akad  

secara ekonomi Islam salah satunya bank BNI syariah ini sendiri membuat 

KPR (konsummer) dari tabungan anak sekolah, perencanaan, tabungan 

haji dan umroh, tabungan orang biasa serta pembisnis dan berbagai macam 

tabungan. Hingga pada tahun 2012 BNI Syariah mengelurkan prodak 

untuk mikro dibentuklah divisi syariah yang bernama divisi mikro yang 
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mana devisi ini membuka kantor-kantor cabang pembantu termasuk yang 

berdiri di Unit 2 Tulang Bawang kecamatan Banjar Agung. 
75

 

Pada tahun itu dibuatlah kantor devisi mikro yang mana pada 

devisi ini pihak bank hanya memberikan pinjaman mikro di bawah Rp. 

500.000.000, 00 di tahun 2012. Seiring berjalannya waktu situasi ekonomi 

mulai berubah yang mana tidak selamanya mikro ini digemari oleh orang-

orang, hingga pada tahun 2017 berubah dari mikro pihak bank membuka 

berbagai pembiayaan tidak hanya dibatasi oleh mikro saja yang mana 

pihak bank mulai melayani berbagai kalangan dari kita mulai melayani 

hasanah akad, kredit pemilik rumah, jual beli rumah, dan  berbagai prodak 

prodak yang sudah ditetapkan oleh bank.
76

 

2. Visi dan Misi BNI Syariah 

a. Visi BNI Syariah 

Menjadi bank pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan 

dan kinerja. 

b. Misi BNI Syariah 

1) Memberikan kontribusi positip kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

  

                                                 
75

 Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, 

Wawancara 25 Oktober 2018 
76

 Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, 

Wawancara 25 Oktober 2018 



38 

 

 

 

 

2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 

perbankan syariah 

3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
77

 

3. Struktur Organisasi BNI Syariah 

Struktur Organisasi BNI Syariah dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini:  

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi BNI Syariah 
78
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4. Produk-Produk BNI Syariah KCP Tulang Bawang 

a. Produk Dana  

1) BNI Deposito iB Hasanah  

BNI Deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka yang 

di kelola berdasarkan prinsip syariah yang ditunjukan bagi nasabah 

perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad 

mudharabah. 

2) BNI Giro iB Hasanah  

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam 

mata uang IDR dan USD yang di kelola berdasarkan prinsip 

syariah dengan pilihan akad mudharabah mutlaqah atau wadiah 

yadh dhamanah yang penarikannnya dapat dilakukan setiap saat 

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah 

pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. 

3) BNI Dolar iB Hasanah 

Tabungan yang dikelola dengan akad mudharabah yang 

memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah 

perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD. 

4) BNI Simple iB Hasanah  

Tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia 

dibawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta 

fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. 
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5) BNI Baitullah iB Hasanah  

BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabugan dengan akad 

mudharabah atau wadiah yang dipergunakan sebagai safrana untuk 

mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan haji 

(Reguler/Khusus) dengan merencanakan ibadah umrah sesuai 

dengan keinginan penabung dengan sitem setoran bebas atau 

bulanan dalam mata uang rupiah dan usd. 

6) BNI Prima iB Hasanah  

BNI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad 

mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan 

bagi nasabah segmen hig networth individuals secara perorangan 

dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif. 

7) BNI Tunas iB Hasanah 

BNI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad 

wadiah yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia 

dibawah 17 tahun. 

8) BNI iB Hasanah 

BNI iB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah 

atau wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan 

dalam mata uang rupiah. 
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9) BNI Tepenes iB Hasanah 

BNI Tepenes iB Hasanah adalah tabungan berjangka 

dengan akad mudharabah untuk perencanaan masa depan yang 

dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan 

yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa 

depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun 

rencana masa depan lainnya. 

10) BNI Tabunganku iB Hasanah 

BNI Tabunganku iB Hasanah adalah produk simpanan dana 

dari Bank Indonesia yang di kelola sesuai dengan prinsip syariah 

dengan akad wadiah dengan mata uang rupiah untuk meningkatkan 

kesadaran menabung masyarakat.
79

 

 

b. Produk Pembiayaan  

1) BNI Multiguna iB Hasanah 

BNI Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan 

konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk 

pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai 

prinsip syariah dengan disertai anggunan beserta tanah dan 

banggunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan 

barang yang di biayai. 
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2) BNI Oto iB Hasanah 

BNI Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif 

murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk 

pembelian kendaraan bermotor yang di biayai dengan pembiayaan 

ini.  

3) BNI Emas iB Hasanah 

BNI Emas iB Hasanah (BNI Syariah kepemilikan emas) 

merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli 

emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara 

pokok setiap bulannnya melalui akad murabahah ( jual beli). 

4) BNI CCF iB Hasanah 

BNI CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin 

denagan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk 

deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan bni syariah. 

5) BNI Fleksibel Umrah iB Hasanah 

BNI Fleksibel Umrah  iB Hasanah ( Fleksi umrah) 

merupakan pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah 

umrah melalui bni syariah yang telah bekerja sama dengan travel 

agent sesuai dengan travel agent sesuai dengan prinsp syariah. 

6) Hasanah Card  

Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi 

sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan 
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sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan 

kompetitif tanpa perhitungan biunga yang diterima di seluruh 

tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda 

CIRRUS di seluruh dunia yang di terbitkan oleh bni syariah.
80

 

 

Berangkat dari produk-produk Bni Syariah kcp tulang bawang di 

atas penulis mendapatkan permasalahan, yaitu pada produk pembiayaan 

BNI Multiguna iB Hasanah. 

 

B. Pelaksanaan Perpindahan Hutang Dengan Jaminan di BNI Syariah KCP 

Tulang Bawang Prespektif Hukum Ekonomi Syariah 

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas 

hutang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Antro Muburi selaku sub 

branch manager di BNI Syariah KCP Tulang Bawang. Mengenai 

pelakasanaan bapak anto mengatakan dalam akad rahn harus memenuhi syarat 

antara lain adalah usaha yang jelas, mempunyai karakter yang baik, terkait 

degan jaminan dan kemampuan dalam membayar. 
81

 

Sedangkan mengenai pelaksanaan akad rahn di BNI syariah KCP 

Tulang Bawang adalah anggota yang ingin melakukan akad harus 

diberitahukan mengenai syarat –syarat 5 c yang harus dipenuhi yakni:  
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1. Character (karakter) 

Pihak bank biasanya melakukan pengecekan langsung kelapangan 

dan membuktikan Karakter nasabah yang akan melakukan akad, jangan 

sampai ia memiliki hutang yang terlalu banyak yang akan dijadikan 

pertimbangan oleh pihak bank. Seperti ; kejujuran, perilaku dan 

ketaatannya. 

2. Capacity (kemampuan) 

Yakni kemampuan bayar yang dilakukan oleh konsumen. Yang 

mana apabila pihak nasabah yang akan melakukan akad pihak bank akan 

mengecek terlebih dahulu mengenai kemampuan membayar yang akan 

dilakukan oleh nasabah dengan cara mendatangi langsung dan megecek 

usaha yang telah dijalankan oleh nasabah dari kebutuhan sehari-hari 

hingga usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah,  

3. Collateral (agunan) 

Yakni jaminan yang akan diberikan oleh nasabah terhadap bank 

harus lebih besar harga jaminan dari pada yang ia pinjam. Bila mana 

apabila terjadi sesuatu hal di luar kesepakatan pihak bank kan melakukan  

taksaki (nilai jual cepat) yang mana pihak bank akan menjual harga 

jaminan tersebut dengan nilai harga yang murah. 

4. Condition of economic (kondisi perekonomian) 

Yakni kondisi keuangan nasabah benar-benar sehat. Misalnya 

menegenai penghasilan yang di hasilkan nasabah yang mana nasabah 
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tersebut memiliki penghasilan secara keungan yang sehat yakni tidak 

terlilit hutang secara berlebihan terhadap pihak lain. 

5. Capital (modal) 

Pihak bank akan melakukan pengecekan terhadap modal oleh calon 

nasabah yang akan menjadi pertimbangan.
82

 

Setelah pihak bank melakukan pengecekan dan calon nasabah 

memenuhi 5 syarat yang di tetapkan oleh pihak bank maka pihak bank akan 

memberikan pinjaman. Selain itu nasabah mengisi formulir, calon nasabah 

yang mengisi formulir prmbiayaan yang berisikan yang telah disediakan oelh 

bank BNI Syariah, serta nasabah harus melampirkan syarat lain berupa:  

1. Fotocopy surat izin usaha 

2. Fotocopy ktp suami istri 

3. Fotocopy kartu keluarga (kk) 

4. Foto copy rekening tabungan 

5. Fotocopy Buku Nikah (apabila belum menikah membuat surat keterangan 

belum menikah dari kelurahan) 

6. Npwp (nomor pokok wajib pajak) 

7. Foto copy jaminan pembiayan berupa 

a. Foto copy sertifikat 

b. Foto copy BPKB dan disertai dengan pajak 

8. Fast poto 4x6  
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Sedangkan mengenai apa saja yang biasanya dijadikan jaminan oleh 

nasabah tersebut Antro Muburi menyatakan jaminan secara tertulis yakni  

berupa dokemen-dokumen berharga yang dimiliki oleh nasabah seperti 

setifikat rumah, sertifikat tanah kosong, tanah banggunan, dan berbagai surat 

berharga lain yang bisa dijaminkan, selain itu bpkb motor, mobil, serta 

deposito yang dimiliki nasabah yang berada di bank.
83

 

Sedangkan apabila nasabah tidak memenuhi kesepakatan yang telah di 

sepakati oleh nasabah maka menurut Antro Muburi bank akan memberikan 

toleransi tenggang waktu untuk menyelesaikan hutang, yang mana pada 

dasarnya nasabah tidak membayar hutang bermacam-macam maka kita akan 

memberikan waktu untuk melakukan penjualan jaminan. Misalnya pada saat 

akad itu berlangsung setelah beberapa bulan melakukan pembayaran jaminan 

yang di berikan nasabah misalnya sebesar Rp. 20.000.000, 00.
84

 

Pada saat nasabah di bulan keenam tidak dapat membayar maka bank 

akan memberikan sp1 yang berisi peringatan atau teguran yang di berikan oleh 

pihak bank terhadap nasabah kemudian pada bulan berikutnya pihak nasabah 

tetap tidak mampu melakukan ansuran maka pihak bank akan melakukan sp 2 

(surat peringatan) hingga pada bulan ketiga nasabah tetap tidak mau 

melakukan kewajibannya maka pihak bank akan melakukan sp 3 (surat 

peringatan), hingga pada bulan ke empat nasabah tetap tidak mau melakukan 

keawajibannya maka pihak bank tidak akan memberikan toleransi lagi apabila 
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pihak nasabah tetap tidak mau melakukan pembayaran dan tidak ada 

komunikasi oleh pihak nasabah. Maka pihak bank akan melakukan lelang 

jaminan yang akan di lakukan oleh pihak bank pada saat bulan keempat 

nasabah tidak membayar hutang tanpa perlu persetujaun dari nasabah. Karena 

pada dasarnya jaminan yang di berikan oleh nasabah terhadap pihak bank 

secara otomatis jaminan tersebut menajadi milik pihak bank sampai hutang 

tersebut lunas. Selain itu pihak bank mengatakan adanya perhitungan bisnis 

internal bank yang menjadi penyebab pihak  bank tidak memberikan toleransi 

terlalu lama terhadap nasabah.
85

 

Berbeda halnya apabila nasabah ketika di berikan sp 1 oleh pihak bank 

dan nasabah berterus terang ke bank dan mengatakan apabila ia tidak mampu 

lagi meneruskan pembiayaan maka pihak bank menanyakan lebih lanjut apa 

penyebab nasabah tidak melanjutakan jaminan tersebut maka pihak bank akan 

memberikan solusi dan akan memberikan tolerasi dengan memberikan batas 

waktu tidak lebih dari 3 bulan terhadap pihak nasabah untuk mencari nasabah 

baru yang mau melanjutkan hutangnya dengan cara jual beli. 
86

 

Sedangkan yang menjadi penyebab nasabah tidak melanjutkan 

kesepakatan tersebut menurut Antro Muburi yang terjadi di BNI syariah Unit 

2 Tulang Bawang rata-rata usaha yang tutup atau usahanya mulai bangkrut 

karena faktor ekonomi, paling banyak pada tahun 2018 karena kebanyakan 

masyarat yang tinggal di desa Tulang Bawang kebanyakan petani karet dan 
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sawit yang pada tahun itu menggalami penurunan yang cukup signifikan, yang 

mengakibatkan pelangan-pelangan setia mulai berkurang bahkan habis.
87

 

 Sedangkan bagaimana cara pelaksanaan dalam pemindahan hutang 

dengan jaminan tersebut menurut Antro Muburi pihak nasabah lama yang 

akan mengalihkan hutang dengan jaminannya harus datang ke bank dan 

membawa nasabah baru yang mana pihak bank akan menanyakan lebih lanjut 

mengenai kenapa bapak mau apa penyebab dan lain sebagainya, dan waktu 

nasabah baru mau melanjutkan pembiayaan dan lain sebagainya pihak bank 

akan melakukan survey atau diverifikasi terlebih dahulu kelayakanya agar 

tidak ada masalah lagi dengan syarat-syarat 5c yaitu:  

1. Character (karakter) merupakan sifat-sifat calon debutur yang baru seperti 

kejujuran, perilaku dan ketaatannya. 

2. Capacity (kemampuan) yang dianalisa dalam permodalan ini yaitu tentang 

besar dan struktur modal termsuk kinerja dari modal itu sendiri. 

3. Collateral (agunan) yaitu kemampuan calon debitur dalam memberikan 

aggunan yang baik serta memiliki nilai baik. 

4. Condition of economic (kondisi perekonomian) yakni bank BNI syariah 

akan melihat bagaimana jenis usaha nasabah dan akan mengkaitkannya 

dengan kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi di 

masa depan. 

5. Capital (modal) yang dianalisa dalam permodalan ini yakni tentang besar 

dan struktur modal termasuk kinerja dari modal itu sendiri. 
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Apabila telah mempuni 5 syarat ini nasabah baru akan diberikan 

pembiayaan.
88

 

Sedangkan bagaimana jika dalam pelaksanaan pemindahan hutang 

dengan jaminan tersebut salah satu pihak tidak hadir menurut bapak antro 

muburi memerintahkan kepada nasabah baru dan nasabah lama beserta 

pasangan atau saksi untuk hadir karena pada saat jual beli itu berlangsung 

nasabah lama beserta pasangan atau saksi dan nasabah baru beserta pasangan 

atau saksi harus tanda tangan karena apabila pasangan atau salah satu tidak 

setuju maka pihak bank tidak akan melakukan jual beli karena pada dasarnya 

aset tersebut bersifat sensitif.
89

 

Berbedahalnya apabila salah satu pihak tidak hadir nasabah maka 

nasabah harus membuat surat kuasa dari notaris yang harus dibuat dihadapan 

notaries (kuasa notaril), dan nasabah tersebut harus mengkonfirmasi terlebih 

dahulu terhadap pihak bank bahwasannya ia tidak bisa hadir dan memberikan 

surat kuasa notaris.
90

 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah lama mengenai 

apa yang menyebabkan nasabah lama melakukan pemindahan hutang dengan 

jaminan tersebut dan nasabah lama mengatakan yang menjadi penyebab 

nasabah lama melakukan pemindahan hutang dengan jaminan karena tidak 

mampu lagi membayar angsuran di bank karena usaha yang beliau jalankan 
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mengalami kebangkrutan, sehingga ini menjadi alasan mengapa nasabah 

melakukan pemindahan hutang.
91

 

Sedangkan mengenai apa yang saudara jadikan jaminan dalam akad 

nasabah lama mengatakan yang dijadikan jaminan berupa sertifikat rumah 

yang terletak di desa agung jaya kecamatan banjar margo kabupaten Tulang 

Bawang.
92

 

Mengenai apa sajakah syarat yang diberikan oleh pihak bank untuk 

melakukan pemindahan hutang tersebut nasabah lama mengatakan bahwa 

syarat yang di berikan oleh pihak bank menurut nasabah lama syarat yang 

diberikan oleh pihak bank kepada nasabah lama yang mana apabila nasabah 

tidak ingin rumahnya di lelang oleh bank maka nasabah harus mencarikan 

seorang yang mau melanjutkan cicilan hutangnya di bank, yang mana pihak 

bank hanya memberikan batasan waktu selama 3 bulan, yang kemudian 

apabila sudah menemukan seorang yang mau melanjutkan harus memberitahu 

kepada pihak bank
93

 

Mengenai apakah pada saat melakukan pemindahan hutang nasabah 

lama hadir, nasabah mengatakan pada saat pelaksanaan pemindaha hutang 

tersebut nasabah lama tidak hadir karena pada saat pelaksanaan akad tersebut 
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beliau beralasan ada urusan penting yang menyebabkan beliau tidak bisa 

mengahdiri pemindahan hutang tersebut.
94

 

Sedangkan apakah nasabah lama memberikan surat kuasa terhadap 

pihak bank, nasabah lama mengatakan ia memberikan surat kuasa yang 

sebelumnya pada saat terjadinya pelaksanaan jual beli tersebut nasabah 

mendatangi notaries terdekat bersama istri untuk dibuatkan surat jaminan jual 

beli yang akan dilaksanakan di bank BNI syariah, dan nasabah sebelumnya 

pun mengkonfirmasi kepada pihak bank apabila ia tidak bisa menghadiri jual 

beli tersebut dan beliau wakilkan surat kuasa yang dipercayakan kepada pihak 

notaris.
95

 

Selain melakukan wawancara dengan nasabah lama peneliti juga 

melakukan wawancara dengan nasabah baru yaitu mengenai apa alasan 

nasabah baru mau menerima pemindahan hutang dengan jaminan tersebut 

kemudian nasabah baru mengatakan bahwasannya nasabah lama ini memiliki 

hutang terhadap nasabah baru, beliau berangapan bahwa apabila ia tidak 

menerima kesepakatan tersebut utang nasabah lama tidak tau bagaimana 

bayarnya nanti karena beliau berangapan apabila jaminan tersebut dibeli orang 

lain mugkin hutang nasabah lama tidak akan dibayar karena menurut nasabah 

baru nasabah lama ini memiliki hutang yang cukup banyak, dan menurut 

nasabah baru alasan lain beliau menerima adalah untuk menolong dan 

                                                 
94

 Agus Selaku Nasabah Lama di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 21 

Oktober 2019 
95

 Agus Selaku Nasabah Lama di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 21 

Oktober 2019 



52 

 

 

 

 

meringankan beban nasabah lama, karena beliau kasian dan prihatin atad apa 

yang masalah yang telah diterima oleh nasabah lama. 
96

 

Nasabah baru menerima pemindahan hutang dengan jaminan tersebut 

dengan syarat dan ketentuan yang telah di sepakati diluar bank yang di 

lakukan oleh nasabah baru dan lama dengan melanjutkan sisa angsuran yang 

ada di bank.Sedangkan mengenai apa saja syarat yang diberikan oleh pihak 

bank kepada nasabah baru, beliau mengatakan yang menjadi syarat untuk 

menerima jual beli tersebut adalah 

1. Fotocopy surat izin usaha 

2. Fotocopy ktp suami istri 

3. Fotocopy kartu keluarga (KK) 

4. Foto copy rekening tabungan 

5. Fotocopy Buku Nikah (apabila belum menikah membuat surat keterangan 

belum menikah dari kelurahan) 

6. NPWP (nomor pokok wajib pajak) 

7. Foto copy jaminan pembiayan berupa 

a. Foto copy sertifikat 

b. Foto copy BPKB dan disertai dengan pajak 

8. Fast poto 4x6 
97

 

Dan mengenai apakah pada saat pelaksanaan pemindahan hutang 

saudara hadir, nasabah beru mengatakan hadir pada saat pelaksanaan bersama 
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istri dan memberikan surat kuasa, 
98

 sedangkan menurut istri nasabah baru 

pada saat pelaksanaan pemindahan hutang nasabah lama tidak hadir dan tidak 

memberikan surat kuasa.
99

 

Hadirnya BNI syariah di Tulang Bawang sendiri bagi masyarakat 

menjadi solusi dan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

karena di BNI syariah memiliki beberapa prodak yang berbasis syariah. Jika 

nasabah yang telah melakukan pinjaman dan pinjaman tersebut telah jatuh 

tempo, orang yang berkaitan  berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski 

pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban tanpa menunggu jatuh 

tempo terlebih dulu. 

Pada hakikatnya, barang gadai tidak boleh di ambil manfaatnya kecuali 

mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hak murtahin atas marhun hanya 

terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai buka pada 

pemafaatan hasilnya. Sekalipun demikian, ketentuan tersebut bertentangan 

dangan prinsip Islam dalam hak milik bahwa hak milik pribadi tidak mutlak, 

tetapi memiliki fungsi sosial sebab harta hakikatnya milik Allah (QS. An-Nur 

ayat 33) dan merupakan amanah bagi pemiliknya. 

Menanggapi masalah tersebut, berikut ini dikemukakan beberapa 

pendapat ulama fiqih tentang pemanfaatan barang gadai baik oleh rahin 
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maupun murtahin. Jumhur fuqaha, selain ulama hanabilah, berpendapat bahwa 

pemegang barang jaminan (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang 

jaminan itu karna bukan milik secara penuh, melaikan hanya sebagai jaminan 

piutang. Jika utang tidak terbayar, ia boleh menjual atau menilai barang 

tersebut sebagai pelunasan atas hutangnya.
100

 

Berdasarkan fiqih dan pasal Pasal 396 KHES Orang yang menerima 

gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin orang yang 

mengadaikan, maka barang yang dijadikan jaminan teleh terpenuhi karena 

pihak bank tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut.  

Penyebab kredit macet di Bni syariah Suatu kredit dapat dikatakan 

sebagai kredit bermasalah (macet) yaitu sejak tidak ditepatinya atau 

dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yang mana 

dalam perjanjian tersebut nasabah tidak melakukan kewajibannya seperti tidak 

membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut. Dalam hal tersebut 

permasalahan yang timbul dalam praktek di BNI syariah sendiri maka para 

pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. 

karena menurut Bapak Natro Muburi perkembangan ekonomi sediri susah 

ditebak ada kalanya nasabah itu mengalami pasang surut dalam hal jual beli 

selian itu nasabah akan mengalami kebangkrutan.
101
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Penyelesaian kredit macet di Bni Syariah KCP Tulang Bawang yaitu 

dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali jika 

sudah sampai tiga kali tidak ada i‟tikad baik dari nasabah untuk 

menyelesaikan kemacetan maka jaminan nasabah yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan kemacetan. 

Pelaksanaa perpindahan hutang dengan jaminan di Bni Syariah KCP 

Tulang Bawang merupakan tindakan dari pembiayaan macet dalam arti macet 

tidak bisa tertolong lagi, bahkan sudah berupaya untuk menyelamatkan supaya 

pembiayaan dapat berjalan lancer namun kenyataanya pembiayaan tersebut 

tidak tertolong lagi sehingga menyebabkan jaminan tersebut dipindahkan ke 

orang lain atau dengan kata lain pembiayaan tersebut dilakukan oleh orang 

lain.  

 Berdasarkan konsep Hukum Ekonomi Syariah, pelaksaan 

pemindahan hutang dengan jaminan pada nasabah yang mengalami 

pembiayaan bermasalah adalah boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan hadis 

rasullulah bersabda: 
102

 

النَّبِْ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَ لَ مَطْلُ الْغَنِِِّ ظلُْمٌ عَنْ أَبِْ هُرَيْ رَةَ عَنِ 
 103وَإِذَاأتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيِّ فَ لْيَتْبَعْ 
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Artinya: Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw sabda 

beliau: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang mampu 

membayar adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu 

diikutikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah (H.R. Al-

Bukhari dan Muslim)  

 

Hadis di atas menjelaskan bahwa anjuran agar pemberi piutang 

memberikan penundaan kepada orang yang berutang untuk membayar utang, 

apabila orang yang berutang mengalami kesulitan untuk membayar.  

Demikian juga kebolehan hawalah dinyatakan dalam fatwa dewan 

syariah nasional Majlis Ulama Indonesia Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 

tentang hawalah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Mengenai hal ini sebelum terjadinya kesepakatan Kemudian nasabah 

lama mencarikan nasabah baru dengan kesepakatan yang ditentukan di luar 

bank, yang mana pada saat melakuakan wawancara alasan nasabah baru mau 

menerima pemindahan hutang dengan jaminan tersebut yakni alasan lain 

beliau menerima adalah untuk menolong dan meringankan beban nasabah 

lama, karena beliau kasian dan prihatin atas apa yang masalah yang telah 

diterima oleh nasabah lama.
104

 

...                         

         
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Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat 

berat siksa-Nya. (Al-Maidah (5): 2)
105

 

 

Setelah kesepakatan itu berlangsung yang mana nasabah lama akan 

memberitahu kepada pihak bank bahwasannya ada nasabah yang mau 

melanjutkan kesepakatan tersebut kemudian pihak bank akan mendatangi dan 

melakukan pengecekan kelayakan terhadap nasabah baru mengenai layak 

tidaknya nasabah baru melanjutkan akad tersebut, setelah dicek kelayakannya 

dan nasabah tersebut memenuhi syarat maka akan diberi pembiayaan dan bank 

akan melakukan perjanjian berupa perjanjian perpindahan hutang dengan 

jaminan yang akan dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang telah 

ditentukan. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dalam akad perpindahan hutang di BNI Syariah KCP Tulang Bawang  telah 

memenuhi menurut rukun dan syarat. Rukun menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI, secara ketentuan pada pasal 362 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI telah memenuhi 

yaitu dengan adanya muhil, muhal, muhal‟alaih, muhal bih dan  akad (ijab 

Kabul). Secara pelaksanaan pemindahan hutang dengan jaminan di BNI 

Syariah KCP Tulang Bawang sudah terpenuhi hal ini dapat dilihat saat peneliti 
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melakukan wawancara dengan para pihak yang mana para pihak hadir hanya 

saja muhil tidak hadir pada saat akad perpidahan hutang itu berlangsung, tetapi 

menurut keterangan pada saat peneliti melakukan wawancara muhil telah 

memberikan surat kuasa yang dibuatkan oleh notaries setempat dan telah 

disetujui oleh pihak bank hal ini pun sesuai dengan pasal 494 Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah. Tetapi menerut keterangan dari Istri muhal „alaih ia 

tidak mengetahui bila dalam pelaksanaan perpindahan hutang tersebut pihak 

muhil memberikan surat kuasa yang beliau tau pihak muhil tidak hadir pada 

saat akad itu berlangsung. Hal ini seharusnya pihak bank (muhal) harus benar-

benar memberitahukan secara detail kesepakatan tersebut agar tidak terjadi 

kesalahpahaman. 

Syarat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN 

MUI, secara ketentuan pada pasal 363 yang mana para pihak telah mengerti isi 

perjanjian dan pada  pasal 364 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa 

DSN MUI hawalah yang dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal, 

dan muhal‟alaih, secara pelaksanaan pemindahan hutang dengan jaminan di 

BNI Syariah KCP Tulang Bawang sudah terpenuhi, hal ini dapat dilihat pada 

saat penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang mana setelah 

pihak bank memberikan surat peringatan kepada nasabah lama (muhil) yang 

kemudian muhil datang ke bank (muhal) bahwasannya ia tidak mampu lagi 

melanjutkan kesepakatan dengan pihak bank (muhal), yang kemudian muhil 

memberitahukan bahwasannya ada temannya yang mau melanjutkan atau 
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menerima perpindahan hutang tersebut (yang telah disepakati di luar bank) 

dan pihak bank (muhal) pun menyetujui kesepakatan tersebut. Tetapi sebelum 

kesepakatan itu berlangsung pihak bank (muhal) akan melakukan pengecekan 

terlebih dulu apakah mampu tidaknya calon nasabah untuk menerima 

pemindahan hutang tersebut hal inipun sesuai dengan fiqih menurut Sayyid 

Sabiq yang mana penghawalahan batal kepada seseorang yang tidak mampu 

membayar hutangnya 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan analisis data yang dilakukan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemidahan hutang 

dengan jaminan pada dasarnya dibolehkan, karena apabila muhil tidak bisa 

melunasi hutangnya maka solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini 

adalah dengan memindahkan hutangnya kepada orang lain yang sebelumnya 

telah terjadi kesepakatan antara ke dua belah pihak. Jaminan di BNI Syariah 

menurut fiqih dan pasal Pasal 396 KHES telah terpenuhi sedangkan 

pelaksanaan perpindahan hutang dengan jaminan di BNI Syariah KCP Tulang 

Bawang telah sesuai atau sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

Fatwa DSN MUI, dan Fiqh telah memenuhi  rukun dan syarat. 

Tetapi menurut keterangan dari Istri muhal „alaih ia tidak mengetahui 

bila dalam pelaksanaan perpindahan hutang tersebut pihak muhil memberikan 

surat kuasa yang beliau tahu pihak muhil tidak hadir pada saat akad itu 

berlangsung. Hal ini seharusnya pihak bank (muhal) benar-benar 

memberitahukan secara detail kesepakatan tersebut agar tidak terjadi 

kesalahpahaman. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka saran 

yang dapat peneliti berikan adalah:  

1. Untuk pihak BNI Syariah KCP Tulang Bawang agar lebih tegas dan ketat 

lagi dalam memberikan syarat dan ketentuan kususnya survey para pihak 

yang akan memulai pembiayaan dalam akad agar tidak terjadi lagi 

pembiayaan bermasalah. 

2. Proses pemindahan hutang beserta jaminan para pihak agar dilaksanakan 

secara transparansi agar terpercayai kepastian hukum bagi para pihak. 
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